
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 50 TAHUN 2020 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 13 TAHUN 2020 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  

SETIAP DESA KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2020 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pagu Dana Desa 
dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus 
Disease-19 sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 
maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang 
Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional, maka Peraturan Bupati Kendal 
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten 
Kendal Tahun Anggaran 2020 dipandang sudah tidak 
sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan 
perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap 
Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020;   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam  
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

BUPATI KENDAL 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 
Nomor 12, 13, 14 dan 15  dari Hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079); 

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
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tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 160); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093); 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 377); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 
1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 152); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E 
No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 157); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Kendal (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 7); 

25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor  16 Seri E 
No. 14); 

26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor  50); 

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun  2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal 
Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun  2020 Nomor 45); 

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 
setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun  2020 Nomor 
13); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 13 TAHUN 2020 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KENDAL 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 
13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun  
2020 Nomor 13) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 menjadi 
berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2 
 

(1) Pagu Dana Desa Daerah Tahun Anggaran 2020 yang 
telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 248.445.837.000,00 

(dua ratus empat puluh delapan milyar empat ratus 
empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh 
ribu rupiah). 

(2) Rincian Dana Desa Daerah Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 
secara merata dan berkeadilan berdasarkan : 

a. Alokasi Dasar;  

b. Alokasi Afirmasi; 

c. Alokasi Kinerja; dan 

d. Alokasi Formula. 
 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 menjadi 
berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 3 
 

(1) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) huruf a, untuk 266 (dua ratus enam 
puluh enam) desa di Daerah adalah sejumlah Rp. 
173.431.734.000,00 (seratus tujuh puluh tiga milyar 
empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh 
empat ribu rupiah).  

(2) Untuk Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) huruf b, desa di daerah tidak ada yang 
mendapatkan alokasi afirmasi. 

(3) Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) huruf c, untuk 27 (dua puluh tujuh) 
desa di Daerah adalah sejumlah Rp 3.890.592.000,00 
(tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta lima 
ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ditentukan 
berdasarkan urutan desa yang mempunyai skor urutan 
kinerja terbaik yaitu pengelolaan keuangan desa, 
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pengelolaan dana desa, capaian keluaran dana desa dan 
capaian hasil pembangunan desa; 

(4) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) huruf d, untuk 266 (dua ratus enam 
puluh enam) desa sejumlah Rp. 71.123.511.000,00 

(tujuh puluh satu milyar seratus dua puluh tiga juta 
lima ratus sebelas ribu rupiah) yang dihitung dengan 
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, 
luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa; 

3. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

 

Ditetapkan di  Kendal 
Pada tanggal 15 Juni 2020 

 

BUPATI KENDAL, 
 

 

cap ttd 
 
 

MIRNA ANNISA 
 
 

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 15 Juni 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL,  
 

 

cap ttd 
 

MOH. TOHA 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 50 

 


